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MEMBAGI BEBAN FISKAL KE DAERAH DAN DESA
AN DENGAN PENINGKATAN DANA TRANSFER KE
DAERAH DAN DESA

Dr. Hefrizal Handra, M.Soc., Sc.
Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Barat

Pengantar

nlah dana transfer ke Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

am APBN Perubahan 2015 meningkat tajam. Demikian juga untuk

jun 2016, Dana Transfer khususnya Dana Alokasi Khusus meningkat
m dan Dana Desa untuk tahun 2016 bahkan meningkat sekitar 124%

APBN 2016, serta direncanakan meningkat terus hingga tahun 2019.

mun peningkatan Dana transfer ke Daerah dan Desa menimbulkan
anyaan sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan kebutuhan
al Pemerintah Daerah terkait dengan tugasnya.

Gambar 1. Dana Transfer ke Daerah dan Desa (Dalam Triliun/Rp)

Sumber: Diolah dari data Kemenkeu dan BPS

MEMBAG! BEBAN FISKAL KE DAERAH DAN DESA SEJALAN DENGAN PENINGKATAN DANA 1 5 7
TRANSFER KE DAERAH DAN DESA
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Di sisi lain, tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan belans
Pemerintah Pusat juga terus meningkat. Pemerintah memerlukan danz
untuk membangun infrastruktur skala nasional yang diperkira
tidak kurang dari Rp. 5000 triliun untuk lima tahun. Demikian jugaj
belanja bidang kesehatan yang sudah ditingkatkan paling sedikit 5%,
dari APBN. Tidak kalah pentingnya, belanja Negara untuk program
jaring pengaman sosial, diperkirakan akan terus meningkat di masa
mendatang.

Tabel 1. Penerimaan dan Belania Negara {% PDB)

Penerimaan Negara Beianja Negara
Transfer
Bukan Pem. ke
Tahun| Pajak | Pajak | Total | Pusat | Dae rah | Total | Defisit
2001} 11.3%| 7.0%| 18.3%| 15.8% 49%) 20.7%| -2.5%
2002] 11.5%| 4.9%| 16.4%! 12.3% 54%| 17.7% -1.3%
20031 12.0%! 4.9%| 16.9% 12.7% 6.0%| 18.7%! -1.7%
2004 12.2%| 5.3%| 17.6%; - 13.0% 5.7%| 18.6%1 -1.0%
2005] 12.5%| 5.3%| 17.8% 13.0% 54%| 18.4%| -0.5%
2006] 12.3%) 6.8%| 19.1%| 13.2% 6.8%| 20.0%| -0.9%
2007 12.4%| 5.4%| 17.8%| 12.7% 6.4%| 19.1%| -1.3%
2008f 13.3%| 6.5%| 19.8% 14.0% 5.9%| 19.9%! -0.1%
2000) 11.0%| 4.0%| 15.1%] 11.2% 55%| 16.7%1 -1.6%
2010] 11.2%| 4.2%| 15.4%| 12.1% 5.3%| 17.5% -0.7%
20111 11.8%] 4.5%] 16.2%| 11.9% 5.5%] 17.4% -2.1%
2012] 11.8% 4.3% 16.2%| 12.3% 5.8%] 18.1%f -1.9%
2013] 11.6%! 3.8%] 15.4%| 12.9% 55%| 18.4%| -2.4%
2014 12.7%! 3.8%! 16.6%| 12.7% 59%| 18.7%| -2.4%
2015] 12.7% 2.3%) 15.0%} 11.3% 5.7%| 16.9%| -1.9%
2016] 12.0%| 2.2%| 14.2%| 10.3% 6.0%] 16.3%] -2.1%
Catatan: 2001-2014 Realisasi, 2015 APBN-P, 2016 RAPBN |

Sumber: Diolah dari data Kemenkeu dan BPS

Keterbatasan sumber daya untuk membiayai penyelenggam
Negara mengharuskan pembagian beban fiskal yang adil (fmd
dan efisien. Peningkatan Dana Transfer ke Daerah dan Dana De
tanpa diikuti oleh tambahan penugasan, berpotensi mengakibat 1
alokasi yang tidak efisien (inefficient allocation). Untuk itu, tulisan §
merekomendasikan perlunya tambahan penugasan pendanaan key
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengikuti kenaikan D '
Transfer dan Dana Desa.
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Analisis Hubungan Keuangan

tara Pusat dan Daerah dapat menj

FORUM EKONOM

isis terhadap kondisi keuangan } '

Dana Transfer ke Daerah (dam
dari tahun ke tahun, tidak hanyai}
prosentase terhadap PDB (lihat tabe
dan semakin besar setelah adanya E
Belanja Pemerintah Pusat cenderw
terhadap PDB, dikarenakan Penda
Sementara itu transfer ke Daes
memilih untuk mempertahankan
secara rata-rata dibawah 2% PDI
Keuangan Negara (UU 17 Tahun
hingga 3% PDB. Penurunan Pes
terhadap PDB) terutama sejak takhs
penurunan Pendapatan Negara Ba
Pendapatan Negara mestinya day
mampu meningkatkan penda
pendapatan perpajakan juga men
Pemerintah Presiden SBY. Denga
tahun 2009, lebih memilih untuk
pada menurunkan transfer ke daes
pendapatan Negara.

Tekanan terhadap Anggaran Nega
tahun 2015 dengan diimplementa

| Tahun 2014 Tentang Desa (UU De
| jawaban terhadap janji-janji politil

tidak ada tambahan penugasan w:

' Desa di peraturan tersebut. Penm
| Desa pada dasarnya tidak berbeda
l di Undang-Undang No 32 Tahun
| Desa berpotensi meningkatkan i

tidak diikuti dengan tambahan px

b dimulai dengan jumlah Rp. 20,8 T

drastis (125%) pada tahun 2016 &

| Tahun 2019 (lihat tabel 2).
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. Analisis Hubungan Keuangan Antar Tingkatan Pemerintahan

nalisis terhadap kondisi keuangan Negara dan hubungan keuangan
itara Pusat dan Daerah dapat menjelaskan beberapa hal berikut:

Dana Transfer ke Daerah (dan Desa) cenderung meningkat
dari tahun ke tahun, tidak hanya secara nominal, bahkan dalam
prosentase terhadap PDB (lihat tabel 1), terutama sejak tahun 2010
dan semakin besar setelah adanya Dana Desa mulai tahun 2015.
Belanja Pemerintah Pusat cenderung menurun dalam prosentase
terhadap PDB, dikarenakan Pendapatan Negara juga terus turun.
- Sementara itu transfer ke Daerah ditingkatkan. Pemerintah
memilih untuk mempertahankan defisit pada level yang aman,
- secara rata-rata dibawah 2% PDB, meskipun Undang-Undang
Keuangan Negara (UU 17 Tahun 2003) memperbolehkan defisit
~ hingga 3% PDB. Penurunan Pendapatan Negara (dalam rasio
terhadap PDB) terutama sejak tahun 2006, lebih disebabkan oleh
penurunan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penurunan
Pendapatan Negara mestinya dapat dihindari jika Pemerintah
mampu  meningkatkan pendapatan  perpajakan. Namun
pendapatan perpajakan juga mengalami stagnasi dalam periode
- Pemerintah Presiden SBY. Dengan kata lain, Pemerintah sejak
tahun 2009, lebih memilih untuk mengurangi belanja Pusat dari
pada menurunkan transfer ke daerah untuk merespon penurunan
pendapatan Negara.
Tekanan terhadap Anggaran Negara keseluruhan juga muncul di
tahun 2015 dengan diimplementasikannya Undang-Undang No 6
Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa). Dana Desa muncul sebagai
jawaban terhadap janji-janji politik satu milyar satu Desa. Padahal
tidak ada tambahan penugasan yang spesifik kepada Pemerintah
Desa di peraturan tersebut. Penugasan kepada Desa dalam UU
Desa pada dasarnya tidak berbeda dengan penugasan sebelumnya
di Undang-Undang No 32 Tahun 2004. Artinya, keberadaan Dana
Desa berpotensi meningkatkan inefisiennya belanja Negara jika
tidak diikuti dengan tambahan penugasan yang jelas. Dana Desa
dimulai dengan jumlah Rp. 20,8 Triliun di tahun 2015, meningkat
drastis (125%) pada tahun 2016 dan akan terus meningkat hingga
Tahun 2019 (lihat tabel 2).

MEMBAG! BEBAN FISKAL KE DAERAH DAN DESA SEJALAN DENGAN PENINGKATAN DANA
TRANSFER KE DAERAH DAN DESA
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T@bel-Z. Dana ke Desa ( ili

{Dana Desa Dari Pusat

Sumber: Road Map Dana Desa, Kemenkeu RI

Dari uraian sebelumnya terlihat bahwa Pemerintah Pusat pesl
membagi beban fiskal ke Daerah dan Desa. Dua hal penting 3
perlu dilakukan Pemerintah Pusat, yaitu (1) memberikan tambak
penugasan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, @
Mengantisipasi potensi tambahan beban fiskal yang besar di ma
mendatang terutama terkait belanja untuk program jaminan sosial. |

Tambahan penugasan kepada Pemerintah Daerah, terutass
tentunya untuk bidang pemerintahan yang urusannya dibagi ank
pusat dan daerah seperti bidang pendidikan, kesehatan, pekerx
umum dan bidang lintas sektoral seperti program jaminan sosh
Untuk bidang yang sepenuhnya menjadi tugas Pusat seperti huk
pertahanan dan keamanan maka beban fiskalnya sudah pasti §
menjadi tanggungjawab Pusat.

Salah satu contoh tambahan tanggungjawab pendanaan (bebs
fiskal) yang dapat dilimpahkan ke Pemerintah Daerah untuk bida
Kesehatan adalah pengawasan obat dan makanan (ke Propin
Kemudian untuk bidang pendidikan, Pemerintah Daerah perlu didore
untuk mendirikan unit pendidikan vokasi dan lembaga pelatihan tems
kerja trampil. Sedangkan untuk bidang pekerjaan umum, banyak sel
yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah karena kondisinya y
memang masih jauh dibawah standar minimum.

Untuk program jaminan sosial nasional, Pemerintah pe
mengantisipasi potensi tambahan beban fiskal yang besar di m
mendatang dengan membagi beban fiskal ke Pemerintah Daesd
bahkan ke Desa sejalan dengan peningkatan Dana Transfer ke Daen
dan Dana Desa. Membagi beban fiskal antar tingkatan Pemerintah
pada dasarnya adalah mendistribusikan resiko pendanaan layams

1 60 MEMBAG! BEBAN FISKAL KE DAERAH DAN DESA SEJALAN DENGAN PENINGKATAN DANA
TRANSFER KE DAERAH DAN DESA
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3 beban fiskal hanya ditanggung ol
mdapatan negara dapat mengga
nun jika beban tersebut dibagi, m
distribusi

| Sementara itu untuk tambah
perintah Desa, program jaminan :
prnatif. Pemerintah perlu mengam
al yang besar di masa mendatany
Pemerintah Daerah bahkan ke D
a Transfer ke Daerah dan Dana I
ppkatan Pemerintahan pada das
0 pendanaan layanan. Jika beba
erintah Pusat, penurunan penda
pan publik tersebut. Namun jika b
mbiayaan juga akan terdistribusi

| Sebagian besar resiko fiskal pada
pgungan pemerintah nasional, ue
menanggung beban fiskalnva.
mggungjawab belanja) kepada Pem
2, terutama untuk mendanai fung
meningkatkan akuntabilitas |
k menyediakan pelayanan publil
ppartisipasi dalam program jaminas

Kesimpulan dan Rekomendasi
yi analisis di atas dapat disimg
ingkatkan dana transfer ke D
dapatan negara mengalami tekas
porsional sejalan dengan pening
merintah Pusat mengalami tekams
runan belanja dalam rasio
an diperkirakan akan menghad
mempertahankan dan mem
ponal serta belanja jaminan sosial g
| Untuk itu tingkat transfer ke D -
ha level tertentu tanpa harus me
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ka beban fiskal hanya ditanggung oleh Pemerintah Pusat, penurunan
ndapatan negara dapat mengganggu layanan publik tersebut.
amun jika beban tersebut dibagi, maka resiko pembiayaan juga akan
rdistribusi
Sementara itu untuk tambahan penugasan pendanaan ke
merintah Desa, program jaminan sosial nasional adalah salah satu
ernatif. Pemerintah perlu mengantisipasi potensi tambahan beban
kal yang besar di masa mendatang dengan membagi beban fiskal
Pemerintah Daerah bahkan ke Desa sejalan dengan peningkatan
ina Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Membagi beban fiskal antar
gkatan Pemerintahan pada dasarnya adalah mendistribusikan
iko pendanaan layanan. Jika beban fiskal hanya ditanggung oleh
merintah Pusat, penurunan pendapatan negara dapat mengganggu
anan publik tersebut. Namun jika beban tersebut dibagi, maka resiko
mbiayaan juga akan terdistribusi
Sebagian besar resiko fiskal pada akhirnya memang akan menjadi
ggungan pemerintah nasional, termasuk jika Pemerintah Daerah
al menanggung beban fiskalnya. Namun membagi beban fiskal
nggungjawab belanja) kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah
$a, terutama untuk mendanai fungsi yang sudah didesentralisasikan
n meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah dan Desa
uk menyediakan pelayanan publik lokal yang lebih baik dan turut

artisipasi dalam program jaminan sosial nasional

(esimpulan dan Rekomendasi

analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pilihan kebijakan
igkatkan dana transfer ke Daerah dan Desa dalam kondisi
ipatan negara mengalami tekanan dan tidak meningkat secara
rsional sejalan dengan peningkatan PDB, telah menempatkan
rintah Pusat mengalami tekanan fiskal yang berakibat kepada
unan belanja dalam rasio terhadap PDB. Pemerintah Pusat ke
“diperkirakan akan menghadapi peningkatan kebutuhan belanja
mempertahankan dan meningkatkan kualitas infrastruktur
al serta belanja jaminan sosial nasional.
ntuk itu tingkat transfer ke Daerah dan Desa perlu dipertahankan
evel tertentu tanpa harus mengorbankan pelayanan publik lokal
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juran BPJS masyarakat miskin k
| Desa diperkirakan akan meners
~ membesar. Pada tahun 2017,
| Desa, jumlah Dana akan diting
Triliun. Rencana peningkatan Ix
pada tahun 2017, lebih dari cuka
| Kesehatan penduduk miskin di 1
| Desa diberi tanggungjawab um
asuransi kesehatan warga miskin ¢
tersebut lebih dari cukup. Pemer
| sebagian dari iuran BPJS Kesehat
| akan mendorong Pemerintah De
dalam program untuk mengatas
| dalam menetapkan warga yang te
potensi moral hazard Pemerintak
 yang terkategori miskin untuk
 karena mereka tidak ikut memba

dan pembangunan daerah. Namun karena janji politik menghendk
Pemerintah untuk meningkatan dana transfer, sebaiknya hal tersd
diikuti dengan membagi beban fiskal (tanggungjawab belanja) '
Daerah dan Desa. Peningkatan Dana transfer.

Berikut alternatif yang mungkin diimplementasikan dalam ras
membagi beban fiskal ke Pemerintah Daerah dan Pemerintah Dy

adalah:

1. Sharing beban fiskal dana pensiun PNS antara Pusat
Daerah. Pemerintah perlu mengubah sistem pensiun P4
dari “pay as you go (PAYGO)” ke sistem “fully funded”. Den ‘
sistem PAYGO, Pemerintah Pusat bertanggungjawab membs )
pensiun PNS setelah mereka pensiun hingga meninggal bah
sampai ke duda/janda pensiunan. Dengan sistem fully fi
Pemerintah hanya membayarkan dana pensiun ketika
tersebut bekerja, dan PNS tersebut akan menerima tabun
pensiun tersebut begitu mereka memasuki usia pensiun. Der
sistem fully funded memungkinkan untuk membagi bel
dana pensiun dengan Pemda dan Desa. Pemda dan Desa ha :
ikut bertanggungjawab untuk membayar sebagian dari Dag
Pensiun PNS Daerah. Sistem ini mungkin dapat diterapl
untuk PNS yang baru diangkat. Dengan kata lain, untuk P
yang baru diangkat, Pemerintah atau Pemerintah Daerah ¥
memperkerjakan PNS tersebut membayarkan iuran pensiun P
tersebut ke BPJS Ketenagakerjaan (tentu ditambah potongan
sebagai iuran individu PNS). Dengan itu berarti akan terui
pembagian beban fiskal untuk iuran pensiun antara Peme iy
Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat membayark
tambahan iuran pensiun PNS Pusat, Pemerintah Daes

membayarkan tambahan juran pensiun PNS Daerah. Kemud:
jika PNS tersebut pensiun, BPJS tenaga kerjalah yang sepenunh
bertanggungjawab membayarkan pensiun sesuai kontrib
Jika alternatif ini bisa dilakukan, secara bertahap beban AP
untuk pembayaran langsung untuk pensiun aparat negara aQ
berkurang.
5. Terkait dengan Dana Desa, salah satu alternatif yang mungs
diimplementasikan pada tahun 2017 adalah membagi beban fisk
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iuran BPJS masyarakat miskin ke Pemerintah Desa. Pemerintah
Desa diperkirakan akan menerima dana transfer yang semakin
membesar. Pada tahun 2017, sesuai dengan roadmap Dana
Desa, jumlah Dana akan ditingkatkan menjadi sekitar Rp. 80
Triliun. Rencana peningkatan Dana Desa sekitar Rp. 33 Triliun
pada tahun 2017, lebih dari cukup untuk membayar iuran BPJS
Kesehatan penduduk miskin di Desa. Sehingga, jika Pemerintah
Desa diberi tanggungjawab untuk membayar setengah dari
asuransi kesehatan warga miskin di Desa tersebut, dipastikan dana
tersebut lebih dari cukup. Pemerintah Pusat tetap membayarkan
sebagian dari iuran BPJS Kesehatan penduduk miskin. Usulan ini
akan mendorong Pemerintah Desa untuk ikut bertanggungjawab
dalam program untuk mengatasi kemiskinan dan semakin baik
dalam menetapkan warga yang terkategori miskin. Selama ini, ada
potensi moral hazard Pemerintah Desa dalam menentukan warga
yang terkategori miskin untuk mendapatkan jaminan kesehatan
karena mereka tidak ikut membayar.
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